Menimbang

Mengingat

BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 8/ PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu_
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi
Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran

2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang
Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor D
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
08/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Aokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 46);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
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beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor });

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50j);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019
Nomor 7);

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 4);

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya




Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah DAU
Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang bertujuan
untuk memberikan dukungan pendanaan bagi kelurahan di
Daerah kabupaten kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan Kkegiatan pemberdayaan masyarakat
kelurahan.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB 11

PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

(1)

Pasal 2

Rincian alokasi DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten
Murung Raya tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Besaran alokasi DAU Tambahan sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) yaitu sebesar Rp. 6.041.460.000,- (Enam Milyar Empat Puluh
Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar
Rp. 3.294.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat
Juta Rupiah) dan Bantuan Pendanaan Penggajian Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp. 2.747 .460.000,-
(Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus
Enam Puluh Ribu Rupiah)

Bupati menetapkan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan secara merata tiap kelurahan sebesar
Rp. 366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah)
pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Jika terjadi perubahan berkaitan dengan penetapan DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam Tahun Anggaran
berjalan, maka Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan




sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 J anuari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 06 Maret 2020

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 06 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

BERITA D
NOMORO5




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR OSTAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

PER KELURAHAN KABUPATEN MURUNG RAYA

NO KECAMATAN KELURAHAN ANGGARAN
1 |KECAMATAN MURUNG KELURAHAN BERIWIT Rp 366.000.000
KELURAHAN PURUK CAHU | 1 366,000,000
KECAMATAN TANAH SIANG KELURAHAN SARIPOI Rp 366.000.000
KECAMATAN LAUNG TUHUP KELURAHAN MUARA LAUNG I Rp 366.000.000
KELURAHAN BATU BUA I Rp 366.000.000
KELURAHAN MUARA TUHUP Rp 366.000.000
4 |KECAMATAN PERMATA INTAN KELURAHAN TUMBANG LAHUNG | Rp 366.000.000
KELURAHAN MUARA BAKANON Rp 366.000.000
5 |KECAMATAN SUMBER BARITO |KELURAHAN TUMBANG KUNYI Rp 366.000.000
TOTAL DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN Rp 3.294.000.000

BUPATI

G RAYA,

M. YOSEPH




